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PRAKATA 

 

Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2024 (SAIS 2024) adalah dianjurkan bersama 

oleh Persatuan Kakitangan Akademik Universiti Sains Islam Malaysia (PKAUSIM), 

Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU), Institut Sains Islam (ISI) dan Institut Fatwa 

dan Halal (iFFAH), USIM. Tema bagi tahun ini ialah “Memacu Rukun Madani dalam 

Sains Islam”.    

 

Seminar ini menyediakan platfom untuk berdialog dan berbincang di antara ahli 

akademik, penyelidik dan pelajar pasca siswazah bagi mengupas isu terkini, cabaran 

dan peluang merentas bidang dan industri.  

 

Semua pembentang yang terlibat dijemput untuk berkongsi pengetahuan dan 

pengalaman dengan mempersembahkan data kajian yang amat bermanfaat dalam 

sesi seminar ini yang berlangsung pada 26 September 2024.  

 

 

Jawatankuasa SAIS 2024 
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KATA PENGANTAR PRESIDEN PKAUSIM & PENGARAH SEMINAR 

 
 

 

PROF DR AZMAN BIN AB RAHMAN 

PRESIDEN, 

PERSATUAN KAKITANGAN AKADEMIK 

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 

(PKAUSIM) 

& 

PENGARAH,  

SEMINAR ANTARABANGSA ISLAM DAN 

SAINS (SAIS 2024) 

 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 

 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, Seminar Antarabangsa 

Islam dan Sains (SAIS 2024) telah berjaya dianjurkan. Seminar tahunan anjuran 

Persatuan Kakitangan Akademik USIM (PKAUSIM) ini merupakan program 

kerjasama dengan Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU) USIM, Institut Sains Islam 

(ISI) USIM dan Institut Fatwa dan Halal (iFFAH). Seminar ini diadakan sebagai 

platform untuk bertukar-tukar fikiran dan ilmu pengetahuan berkaitan isu-isu 

semasa yang berkaitan kepada Islam dan sains. 

 

Tema seminar pada tahun ini ialah “Memacu Rukun Madani dalam Sains Islam”. 

Tema ini dipilih selaras dengan perkembangan isu dan keperluan semasa bagi 

mendukung dan menyelaras matlamat kerajaan dalam memperkembangkan ilmu di 

peringkat pengajian tinggi.  

 

Kejayaan seminar ini adalah hasil komitmen tinggi dan dedikasi ahli jawatankuasa, 

universiti, staf akademik, dan tidak lupa juga kepada penulis, pembentang dan 

peserta yang telah memberikan yang terbaik melalui penyertaan dalam SAIS 2024. 

 

 

Terima kasih and Wassalamualaikum. 
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Abstrak  

 

Zakat sebagai salah satu intrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan masih memperlihatkan 

adanya disparitas yang signifikan dalam pengumpulan zakat di antara berbagai daerah, termasuk di 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Artikel ini bertujuan 

untuk melihat fenomena disparitas tersebut. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, data 

primer diperoleh melalui wawancara terhadap pengurus Baznas dan masyarakat, serta lembaga 

terkait, sementara data sekunder diperoleh dari laporan resmi dan publikasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahawa telah terjadi disparitas pengumpulan zakat yang terlihat dari timpangnya 

dana-dana yang masuk dalam data pengumpulan zakat pada masing-masing daerah di Provinsi 

Riau. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah ketidakikutsertaan 

(absennya) pemerintah daerah dalam pengaturan zakat. Pemerintah daerah di beberapa wilayah 

tidak ikut serta dan tidak menjalin kerjasama yang sinergis dengan pimpinan-pimpinan lembaga 

dalam mengatur potongan gaji pegawai untuk kepentingan zakat. Hal ini diperparah dengan tidak 

selalu ditemukannya aturan tertulis mengenai zakat yang termuat dalam peraturan daerah. Kedua, 

kurang maksimalnya keterlibatan pemerintah berdampak pada kualitas layanan zakat yang 

membuat masyarakat menjadi tidak percaya. Distrust masyarakat akan lembaga-lembaga zakat 

resmi yang dikelola pemerintah membuat praktek zakat dilakukan pada kantong-kantong zakat 

swasta dan tidak resmi. Hal ini menjadi sebab terjadinya disparitas pengumpulan zakat di beberapa 

wilayah. Oleh karenanya, langkah-langkah strategis diperlukan, seperti peningkatan kesadaran dan 

pendidikan masyarakat tentang zakat, peningkatan kualitas manajemen Baznas, dan 

memaksimalkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengaturan zakat.  

 

Kata kunci: Baznas, Zakat, Disparitas, LKSS 

 

 

PENGENALAN 

Pengumpulan zakat melalui Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) telah 

mengalami disparitas. Disparitas terlihat daripada perbezaan jumlah dana zakat 

yang diperoleh pada beberapa wilayah kabupaten-kota di propinsi Riau. Perbezaan 

besaran zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman akan kewajiban 

zakat di masyarakat yang berbeza-beda, akses terhadap lembaga zakat, hingga 

efektivitas system pengumpulan zakat yang digunakan. Berdasarkan data Indikator 

Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327 Triliun 

(Ditzawa, 2023). Angka ini diketahui masih memiliki potensi yang cukup besar 
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untuk ditingkatkan, terutama karena ketersediaan lembaga-lembaga pengumpulan 

zakat yang cukup banyak seperti Badan Amil Zakat sebanyak 512, Unit Pengumpul 

Zakat (UPZ) sebanyak 49.132, Lembaga Zakat sebanyak 145, dan amil sebanyak 

10.124 (Ditzawa, 2023). Namun, dari banyaknya total lembaga dan Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) resmi tersebut, masih ditemui adanya dana-dana zakat yang 

terkumpul tidak melalui OPZ resmi. Hal ini dapat dilihat dari data BAZNAS yang 

mencatat lebih dari Rp. 61 Triliun dana zakat dihimpun dari organisasi tidak resmi 

(BAZNAS, 2020). Ini menunjukkan bahawa masih terdapat permasalahan dalam 

proses pengumpulan zakat di Indonesia.  

Isu mengenai zakat telah banyak dilakukan di dalam penelitian-penelitian 

terdahulu. Dari studi yang ada dapat dipetakan empat kecenderungan studi 

mengenai zakat. Pertama, studi-studi yang melihat zakat dari sisi pengumpulan dan 

distribusi zakat (Azhar et al., 2023; Ghaouri et al., 2023; Mawardi et al., 2023). Kedua, 

penelitian yang berfokus pada Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan 

(Furqani et al., 2018; Hamid & Hamid, 2020; Johari et al., 2013;Zulkifli, 2022). Ketiga, 

studi yang mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor determinan yang 

mempengaruhi pengumpulan zakat (Kasri & Sosianti, 2023; Kasri & Yuniar, 2021; 

Siswantoro et al., 2022). Keempat, studi-studi yang merumuskan strategi dan 

pendekatan dalam meningkatkan kinerja pengumpulan zakat (Zulkifli Zulkifli, 2023; 

Santo Hartono, 2023; Tumanggor & Sujatna, 2023). Dari keempat pola studi tersebut 

terlihat bahawa analisis terhadap disparitas besaran dana zakat yang terkumpul 

belum banyak dianalisis.  

Tulisan ini berupaya untuk melengkapi studi terdahulu mengenai fenomena 

disparitas zakat di Kabupaten-kota. Penjelasan mengenai fakta dan realita lapangan 

atas perbezaan dalam pengumpulan zakat, terutama sebab dan implikasinya 

menjadi satu hal urgen yang perlu diteliti. Sejalan dengan itu, penelitian ini ingin 

menjelaskan tiga hal penting. Pertama, ketimpangan (Disparitas) pengumpulan 

zakat melalui Baznas di 12 Kabupaten-kota wilayah Propinsi Riau dapat dilihat 

melalui data yang menunjukkan perolehan zakat yang timpang. Kedua, Absennya 

Pemerintah Daerah dalam upaya membantu penguatan Baznas di wilayahnya. 

Ketiga, Distrust masyarakat terhadap Baznas. Penjelasan atas tiga tujuan studi 

tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai fenomena disparitas 

pengumpulan zakat yang terjadi berikut faktor yang melatarbelakangi dan dampak 

yang mengikuti.  

Tulisan ini berpegang pada tiga argumentasi. Pertama, Disparitas 

pengumpulan dana sosial (zakat) di 12 kabupaten/Kota yang ada di riau 

menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat signifikan. Hal tersebut dilihat dari 

laporan tahunan Badan Amil Zakat Nasional Pusat Tahun 2022. Kedua, perbezaan 

signifikan yang terjadi tersebut dilandasi oleh satu faktor penting yakni 

ketidakhadiran pemerintah daerah dalam pengaturan dan realisasi pengumpulan 

zakat di wilayah-wilayah tertentu. Peraturan daerah terkait zakat diketahui masih 

terbatas dan ini berimplikasi pada realisasi pengumpulan zakat itu sendiri. Hal ini 

diperparah oleh minimnya kerjasama yang sinergis antara pemerintah dengan 
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instansi-instansi terutama pimpinan lembaga yang memegang otoritas dalam 

pengaturan pemotongan gaji untuk kepentingan zakat. Persoalan bantuan 

infrastruktur yang minim dan sosialisasi mengenai zakat yang lemah semakin 

mempertegas absennya kontribusi pemerintah daerah. Ketiga, serangkaian 

permasalahan yang hadir dari ketidakhadiran pemda berdampak pada lahirnya 

distrust di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menjadi tidak percaya pada 

lembaga-lembaga resmi pengumpul zakat seperti BAZNAZ dan memilih untuk 

menyalurkan zakat melalui organisasi non resmi. Ketidakpercayaan masyarakat 

juga terlihat dari literasi umat yang minim dan keengganan dalam berzakat. 

 

KAJIAN LEPAS 

(1) Disparitas  

Menjelang ramadhan, kinerja lembaga pengelolaan zakat  hampir selalu 

mendapat sorotan media. Pesatnya pertumbuhan lembaga pengelolaan zakat 

tidak diiringi  dengan penguatan kapasitas pengorganisasian menyebabkan 

disparitas ekonomi yang cukup tinggi (Fadliansah, 2021). Tingginya tingkat 

disparitas ekonomi menciptakan dampak serius terhadap kepatuhan masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban membayar zakat (Nurrizka Puji Lestari & Ilmiawan 

Auwalin, 2022). Lembaga-lembaga zakat masih belum optimal dalam 

menghimpun dan menyalurkan zakat salah satunya Lembaga Keuangan Sosial 

Syariah (LKSS) (Mahmood et al., 2014). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 

sejauh mana keberlanjutan program zakat yang dikelola oleh Lembaga 

Keuangan Sosial Syariah (LKSS) dalam mencapai tujuan di tengah 

ketidakstabilan ekonomi tersebut (Ayuniyyah et al., 2022). Tantangan yang 

melibatkan disparitas di antara masyarakat adalah karena ketidakpahaman 

mengenai peran lembaga zakat, dan kurangnya kepercayaan terhadap 

transparansi dan efektivitas pengelolaan dana zakat (Ayuniyyah et al., 2018, 

2019).  

Lembaga pengelola zakat pada hakikatnya termasuk kategori lembaga publik 

karena mengelola dana publik secara transparan (Ayuniyyah et al., 2017). Ini 

menjadi alasan bagi muzakki (pihak yang berzakat) untuk menyalurkan sendiri 

zakatnya kepada mustahik (kaum yang berhak menerima zakat). Isu 

akuntabilitas dan transparansi masih menjadi masalah utama yang menggelayuti 

sebagian besar lembaga pengelola zakat terutama LKSS (Darsono et al., 2019). 

Keberhasilan kinerja pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari banyaknya dana 

zakat yang terkumpul, tetapi pada dampak dari pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan 

masyarakat (Nurrizka Puji Lestari & Ilmiawan Auwalin, 2022). Pengelolaan zakat 

yang efektif memerlukan kerjasama yang aktif dalam lembaga zakat dan 

masyarakat (Suryanto et al., 2018). Dengan demikian, untuk mengatasi 
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disparitas, kebanyakan lembaga pengelola zakat belum memiliki atau tidak 

memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasi.   

(2) Pengumpulan Zakat 

Salah satu fatwa hasil simposium zakat internasional menyebutkan bahawa 

zakat yang dibentuk merupakan bentuk modern yang memperkaya khazanah 

sistem dalam tata hukum Islam (Takril & Othman, 2020). Dalam pengumpulan 

zakat, amil zakat berhubungan dengan para muzakki, sedangkan dalam 

pendistribusian amil zakat berhubungan dengan para mustahik (Ahmad & 

Ma’in, 2014). Dalam aspek pengumpulan zakat, lembaga-lembaga amil zakat 

harus menerapkan marketing strategi, sebagaimana lemaga bisnis yang 

mengedepankan marketing (Md Razak et al., 2013). Dalam menggaet muzaki 

penerapan prinsip customer oriented dan mengandung konsultan Marketing and 

Comunication digunakan untuk mempertajam strategi pengumpulan zakat. 

Lembaga zakat yang memenangkan pasar adalah lembaga yang kreatif, inovatif, 

dan profesional (Mohd et al., 2017). Dalam pengumpulan zakat amil dapat 

bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat muzaki (Ridwan et al., 

2019).  

Dalam hal ini, pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena 

zakat dan jumlah yang harus dibayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya 

untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan 

(Widiastuti et al., 2018). Hal-hal yang menjadi penyebab tidak optimalnya 

pengumulan zakat  karena  organisasi pengelola zakat tidak melakukan 

perencanaan strategis, komitmen pengelola terhadap organisasi kurang, dan 

seringnya   keluar masuk karyawan (Ab Rahman et al., 2023). Lembaga zakat 

yang tidak melakukan strategi peningkatan pengumpulan dana Zakat Infak dan 

Sadaqah (ZIS) akan terjadi stagnan di dalam lembaga sehingga dana pemasukan 

mengalami penurunan (Kurniasari, 2024). Strategi memiliki manfaat meyakinkan 

calon muzakki untuk menyalurkan dana ZIS dan kepercayaan muzaki terjaga 

untuk tetap mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat (Kurniasari, 2024). 

Dengan demikian, agar pengumpulan zakat berjalan secara optimal, lembaga 

zakat harus menerapkan strategi pemasaran untuk menghindari terjadinya 

disparitas atau kesenjangan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian 

zakat.   

(3) LKSS 

Lembaga Keuangan Sosial Syariah merupakan salah satu sektor ekonomi 

yang berkembang sangat pesat. Dana-dana Islam yang pemberiannya dilakukan 

secara sukarela dengan niat kebaikan, tidak mengharapkan imbal hasil secara 

materi dan penggunaannya ditunjukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat. Lembaga sosisla pengumpul zakat di Indonesia di beri nama Badan 

Amail Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di seluruh Kabupaten, Kota dan 

Propinsi Indonesia. (Dewantri et al., 2023). Sebagai marketer, menjadi mitra 
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strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industry LKSS melalui 

komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik 

sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, dan peran-peran strategis lainnya dalam 

bentuk hubungan kemasyarakatan (Montasir et al., 2023). Kinerja Lembaga 

keuangan Sosial Syariah dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi keuangan dan 

non-keuangan; Pertama, dimensi keuangan adalah dimensi yang mengukur 

kinerja secara kuantitatif didasarkan pada angka-angka laporan keuangan 

(Azizah, 2020); Kedua, non-keuangan adalah dimensi yang mengukur kinerja 

secara kualitatif didasarkan pada aspek manajemen, pengendalian resiko, 

kepatuhan syariah dan dampak (Salma Sairally, 2013).  

Disparitas dalam pengumpulan zakat pada Lembaga Keuangan Sosial 

Syariah (LKSS)/Baznas  merujuk pada perbezaan dalam jumlah zakat yang 

dikumpulkan oleh LKSS (Hassan & Salma Binti Abdul Latiff, 2009). Lembaga 

yang tidak memuliki reputasi baik tidak dipercaya oleh masyarakat, kepercayaan 

diperoleh dari transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang konsisten dalam 

pengumpulan dan pengelolaan zakat (Fersi & Boujelbène, 2023). Untuk menjaga 

supaya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) pada tataran 

implementasinnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka dalam 

menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan 

Pengawasan Syariah (DPS) (Widiarto & Emrouznejad, 2015). Sementara posisi 

DPS sendiri secara organisatoris inilah yang membuat LKSS mempunyai ciri 

khas sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional (Shaikh, 2021). DPS 

dipercaya untuk memastikan agar lembaga Keuangan Syariah patuh pada aturan 

dan prinsip Islam (Bris et al., 2021). Dengan demikian, DPS adalah ujung tombak 

Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSS) dalam menjaga aktivitas dan 

operasionalnya agar tetap sesuai syariah.  

 

METODOLOGI KAJIAN 

Locus penelitian ini di 12 kabupaten/kota yang ada di propinsi Riau, dengan 

beberapa pertimbangan yang meletar belakangi pemilihan tempat, yaitu adanya 

potensi pengumpulan dana zakat yang besar, seiring data awal yang ditemukan di 

salah satu kabupaten dengan penerimaan yang signifikan, yaitu 17 Milyar dalam 

setahun dengan kepemilikan asset gedung Baznas yang relative bagus dan 

permanen. Fenomena berbeza ditemukan ada kabupaten yang penerimaan sangat 

rendah bahkan tak mencapai 1 Milyar dalam setahun, bahkan belum memiliki 

gedung mandiri yang layak dan permanen. Disparitas  ini tidak terjadi di propinsi 

manapun seluruh Indonesia, sehingga jadi menarik untuk diteliti di saat kondisi 

georgafis yang sama, kehidupan umat Islam yang tidak berbeza, serta keadaan 

pemerintahan yang juga setara.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rekabentuk penelitian kualitatif 

dengan pendekatan eksploratif. Penelitian ini berupaya mengungkap data apa 
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adanya tentang pengumpulan dana sosial umat (zakat) di Lembaga Keuangan Sosial 

Syariah (LKSS), pada tahun pelaporan Badan Amil Zakat Nasional 2022.  Bagaimana 

terjadinya Disparitas pengumpulan zakat di kabupaten-kota propinsi Riau. Apa 

penyebabnya sehingga ketimpangan itu terjadi. Padahal, wilayah kabupaten atau 

kota sama-sama memilik masyarakat muslim, pemerintah daerah yang sama-sama 

berjalan dan komisioner Badan Amil Zakat Nasional yang ada. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi bertujuan untuk 

memotret data secara jelas apa adanya dari data sekunder laporan Badan Amil 

Zakat Nasional tahun 2022. Sedangkan wawancara untuk mendalami gejala yang 

terjadi dalam rangka mengetahui penyebab terjadinya disparitas. Proses 

pengumpulan data ini dimulai dari pengumpulan dokumen dan dilakukan 

penyesuaian kebutuhan dalam rangka menelusuri data pengumpulan zakat di 

seluruh kabupaten-kota yang ada di Propinsi Riau, pada tahun pelaporan 2022.  

Sumber data primer didapati daripada laporan tahunan Badan Amil Zakat 

Nasional tahun laporan 2022, sedang sumber data sekunder dari data wawancara 

para petugas amil zakat nasional di kabuoaten kota di riau, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan akademisi. Sumber primer tersebut menjadi pilihan utama, karena 

menjadi bahan rujukan, laporan dan evaluasi para pemangku kebijakan dan 

dokumen terbuka yang mudah diakses oleh semua orang. Sedangkan alasana 

penggunaan data sumber sekunder berupa wawancara untuk melengkapi informasi 

secara konfrehensif dalam rangka menelaah data primer, mencermati untuk  meuuju 

pada satu atau beberapa simpulan. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan metode Studi 

Dokumentasi:, dengan mengumpulkan data dari laporan tahunan Baznas RI yang 

memotret laporan Baznas kabupaten/kota di Riau mengenai jumlah dan sumber 

dana zakat yang dikumpulkan pada tahun 2022. Ini termasuk analisis anggaran, 

program yang didanai, dan alokasi dana. Kemudian Wawancara, yaitu Melakukan 

wawancara dengan petugas atau pejabat Baznas di beberapa kabupaten/kota di Riau 

untuk memahami tantangan dan strategi dalam mengumpulkan dana zakat. Ini 

dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas 

dalam pengumpulan dana. 

 Sedang metode untuk menganalis data, Deskriptif: iaitu menyajikan dan 

menggambarkan data pengumpulan dana zakat di setiap kabupaten/kota di Riau. 

untuk memvisualisasikan disparitasnya. Kemudian Komparatif: Membandingkan 

data pengumpulan dana zakat antara berbagai kabupaten/kota di Riau, untuk 

menentukan apakah ada perbezaan signifikan di antara Baznas tersebut. Kualitatif: 

yaitu  analisis isi (content analysis) dari wawancara atau dokumen untuk memahami 

persepsi, sikap, dan pengalaman daripada berbagai-bagai pemegang taruh berkaitan 

pengumpulan dana zakat. 
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DAPATAN KAJIAN  

(1) Data penerimaan zakat yang timpang 

Disparitas pengumpulan zakat dapat dilihat pada data yang memuat total dana 

atau jumlah pengumpulan zakat pada masing-masing wilayah kabupaten/kota. 

Data pengumpulan zakat dicatat per tahunnya oleh Badan Amil Zakat Nasional 

yang dikeluarkan dalam bentuk laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2022. 

Data terperinci mengenai pengumpulan zakat di Provinsi Riau dapat dilihat 

dalam Jadual 1. 

 

Jadual 1: DATA PENGUMPULAN ZAKAT 2022 

No Kabupaten/Kota 
Dana yang Terkumpul 

(dalam Rupiah) 

1 Pekanabru 4.765.747.160 

2 Kampar 13,292,933,507 

3 Pelalawan 8,733,657,079 

4 Inhu 1,942,606,230 

5 Inhil 4,672,830,797 

6 Kwansing 8,179,371,079 

7 Rohil 9,878,364,155 

8 Rohul 2,730,357,217 

9 Dumai 6,129,802,96 

10 Meranti 898,353,500 

11 Siak 17,497,728,165 

12 Bengkalis 3,870,141,201 

Sumber: Data Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 

Jadual 1 di atas menunjukkan adanya ketimpangan penerimaan zakat di antara 

wilayah-wilayah di 12 Kabupaten/ Kota di Propinsi Riau. Disparitas penerimaan 

zakat tersebut terlihat cukup signifikan di mana perbandingan antara wilayah 

dengan penerimaan zakat paling tinggi dan wilayah dengan penerimaan zakat 

paling rendah mencapai lebih dari 16 Miliar Rupiah per tahun 2022. Wilayah 

dengan penerimaan zakat paling tinggi adalah Kabupaten Siak yang mencapai 17 

Miliar lebih, angka yang melebihi ibu kota propinsi. Menurut Ketua Komisioner 

Baznas, Sutarmo Nurdianto (20 Mei 2024), hal ini dikarenakan adanya komitmen 

dari pemerintah Daerah dalam keterlibatan pengembangan BAZNAS. Intrusksi 

kepala Daerah untuk wajib zakat di BAZNAS, pemenuhan kelengkapan 

infrastruktur, peningkatan SDM pengurus BAZNAS dan melahirkan banyak 

PERDA, menjadi hal penting dalam banyaknya penerimaan zakat di Kabupaen ini. 

Kesadaran warganya yang mewarisi sifat dermawan sultan Syarif Qasim sebagi 
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raja Siak masa lalu juga menjadi peningkat kesadaran sendiri bagi warganya untuk 

berzakat.  

Ibu Kota Propinsi Riau, Kota Pekanbaru, sebagai wilayah paling padat, paling 

modern, paling bergeliat bisnis dan Pendidikan. Namun penerimaan zakat hanya  

4.765.747.160.  Sementara itu, Kabupaten Meranti sebagai wilayah yang sedianya 

setara dengan wilayah kabupaten lainnya dihadapkan dengan keadaan berbeza, 

yaitu pengumpulan dana zakat yang sangat sedikit, iaitu: Rp. 898,353,500 daripada 

data laporan Bazanas pusat 2022. Meranti menjadi satu-satunya kabupaten yang 

mengumpulkan dana zakat di bawah 1 miliar. Adanya ketimpangan ini juga 

ditunjukkan dalam kepemilikan fasilitas dan Gedung kantor yang digunakan.  

 

 

Rajah 1: Gambar Pejabat Amil Zakat Kebangsaan Kabupaten-Kota di Propinsi Riau 

Gedung Badan Amil Zakat yang ditampilkan pada rajah di atas dapat 

dikategorikan pada tiga bahagian. Pertama, Siak sebagai kabupaten yang 

paling besar perolehan zakatnya telah memiliki Gedung dan fasilitas sendiri. 

Kedua, Pekanbaru yang gedungnya masih menggunakan fasilitas yang 

dimiliki pemerintah berbagi Gedung dengan Majelis Ulama Indonesia 
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Pekanbaru.  Ketiga, foto-foto sisanya adalah foto Gedung yang masih dalam 

status sewa dan hak pakai saja. Foto-foto Gedung Amil Zakat ini 

menunjukkan masih terjadinya disparitas yang disebabkan oleh pelbagai 

faktor yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

 

(2)  Absennya pemda dan pimpinan lembaga dalam kebijakan pemotongan gaji 

untuk zakat 

Perbezaan nominal zakat yang terkumpul pada masing-masing wilayah di 

Provinsi Riau tidak terlepas dari faktor minimnya keterlibatan pemerintah 

daerah maupun instansi terkait. Pemerintah daerah memegang peranan 

penting dalam mengeluarkan dan menjalankan kebijakan terkait pengumpulan 

zakat. Minimnya aturan kebijakan terkait zakat menunjukkan absennya 

pemerintah daerah dalam pengumpulan zakat, kurangnya anggran yang 

berpihak pada peningkatan SDM pengelola Baznas membuat sumber daya 

manusianya lemah, baik secara ide, administrasi dan lain sebagainya, 

diperlemah dengan sarana prasarana yang tidak memadai, seharusnya dibantu 

oleh pemerintah daerah, akan menjadi pengaruh yang signifikan. Begitu pun, 

pada instansi-instansi yang semestinya punya peran penting dalam 

pengumpulan zakat, tidak jarang justru abai dalam menjalankan perannya. 

Data mengenai absennya pemerintah daerah dan instansi yang dalam hal ini 

adalah pimpinan Lembaga dalam kebijakan pengumpulan zakat dapat dilihat 

di dalam jadual 2.  

Jadual 2: ABSENNYA PEMDA DAN PIMPINAN LEMBAGA 

No Absennya Pemda 

dan Pimpinan 

Lembaga 

Deskripsi (data) Sumber 

1 Absennya Pemda   

 Kab. Kepulauan 

Meranti  

Hanya memiliki Perda: 

1. Peraturan Daerah Kab. 

Kepulauan Meranti No. 5 

Th. 2015 tentang Zakat 

2. Surat Edaran Nomor 

180/HK/33 tentang Upaya 

Peningkatan 

Pengumpulan dan 

Penyaluran Melalui UPZ 

BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

(tidak ada aturan terkait 

pemotongan gaji untuk 

zakat) 

olah Data 

Laporan 

Pengelolaan 

Zakat Nasional 

2022 
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  Tidak berupaya melengkapi 

infrastruktur kerja para 

komisioner BAZNAS 

Informan MST 

Tidak ikut serta 

mengsosialisasikan program 

Baznas dalam setiap even 

kegiatan Pemda 

Informan MST 

  

2 Absennya Pimpinan 

Lembaga 

  

 1. Lembaga 

Pendidikan 

Pimpinan tidak mau 

menerbitkan surat edaran 

pemotongan gaji pegawai  

Informan SGT 

 2. Lembaga 

Keagamaan 

Tidak mau mebentuk Unit 

Pemungut Zakat 

Informan SGT 

 3. Lembaga 

Pemerintahan 

Pimpianan tidak mau terlibat 

dalam mengsosialisasikan 

pentingnya zakat di 

lembaganya 

Informan MST 

 

Jadual 2 di atas menunjukkan bahawa disparitas pengumpulan zakat disebabkan 

oleh absennya pemerintah daerah maupun kepala lembaga dalam menjalankan 

perannya sebagai stakeholder yang mengatur pengumpulan zakat dan perintah 

pengumpuan dana zakat. Pada wilayah yang perolehan zakatnya rendah 

diketahui tidak memiliki peraturan-peraturan daerah yang tegas mengatur soal 

pemotongan gaji untuk zakat. Pemerintah daerah juga tidak memaksimalkan 

kelengkapan infrastruktur dalam upaya kerja berkualitas, serta peningkatan 

SDM yang memiliki pilihan strategi pengumpulan zakat dan abai dalam 

mensosialisasikan program-program Baznaz di daerahnya, begitu pula pimpinan 

Lembaga  yang tidak mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi umat ini 

dengan mengajak atau memerintahkan anggotanya untuk berzakat dengan 

mekanisme potong gaji di unit berndahara masing-masing. 
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Jadual 3: PERATURAN DAERAH DI 12 KABUPATEN/KOTA SE RIAU 

 

NO 

 

KABUPATEN/KOTA 

 

 

Perda/SK/Instruksi/Surat Edaran/Himbauan Kepala 

Daerah 

 

1 Kabupaten Kampar 1. Peraturan Bupati Kampar Nomor 16 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Shadaqah 

2. Instruksi Nomor 400/KS/2019/74 perihal 

Pembayaran Zakat Kontraktor 

3. Instruksi Nomor 400/KS/210 perihal 

Pembayaran Zakat Penguruh dan Anggota 

KUD 

4. Surat Edaran Nomor 400/KS/SE/2016/197 

tentang Penyaluran Zakat 

5. Surat Edaran Nomor 400/KS/181 tentang 

Himbauan Melaksanakan Penyaluran Zakat 

melalui BAZNAS Kabupaten Kampar 

6. Surat Edaran Nomor 400/KS/209 tentang 

Himbauan Melaksanakan Penyaluran Zakat 

melalui BAZNAS  

2 Kabupaten Indragiri 

Hulu 

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan 

Shadaqah 

 

 

3 Peraturan Bupati 

Bengkalis 

1. Peraturan Daerah Kab Bengkalis No. 3 Th 

2018 tentang Pengelolaan Zakat 

2. Peraturan Bupati Bengkalis No. 2 Th 2020 

tentang Pelaksanaan Perda Zakat  

 

4 Kabupaten Indragiri 

Hilir 

Instruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 

2013 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan 

(Profesi), Infaq dan Shodaqah PNS dan BUMD di 

Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir 

5 Kabupaten Pelalawan 1. Peraturan Daerah Kab. Pelalawan No. 9 Th. 

2015 tentang Pengelolaan Zakat 

2. Instruksi Bupati Pelalawan Nomor 24 Tahun 

2017 tentang Pengumpulan Zakat 
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Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah 

Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan BUMD 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pelalawan 

3. Surat Edaran Nomor 451.12/KESRA/2017/25 

tentang Pengumpulan Zakat Maal/Profesi, 

Infaq dan Shadaqah bagi Masyarakat 

Kabupaten Pelalawan 

 

6 Kabupaten Rokan 

Hulu 

1. Peraturan Daerah Kab. Rokan Hulu No. 7 

Th. 2012 tentang Pengelolaan Zakat 

2. Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 17 Th. 

2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Zakat 

 

7 Kabupaten Rokan 

Hilir 

Peraturan Bupati Rokan Hilir No 23 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Zakat  

 

8 Kabupaten Siak 1. Peraturan Daerah Kab. Siak No. 6 Th 2013 

tentang Pengelolaan Zakat 

2. Instruksi Bupati Siak Nomor 

107/HK/KTPS/2009 tentang Pembentukan 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada   

Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Unit/Satuan 

Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Siak 

3. Instruksi Bupati Siak Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan 

(Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai 

Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Siak 

4. Surat Edaran Nomor 451.1.2/Setda-

Adminpum/2-54 

 

9 Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

Instruksi Bupati Kuantan Singingi Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pengumpulan 

Zakat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Kuantan Singingi 

10 Kabupaten Kepulauan 

Meranti 

 

Peraturan Daerah Kab. Kepulauan Meranti No. 5 

Th. 2015 tentang Zakat (beirisi tentang dasar 

hukum Baznas Kabupaten Meranti, sejarah, visi 

misi, tugas pokok dll dan bukan untuk aturan 
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pengumpulan dana zakat) 

 

11 Kota Pekanbaru Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Pemotongan Zakat Penghasilan 

(Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri 

Sipil, dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru 

 

12 Kota Dumai Instruksi Walikota Dumai No. 01 TAHUN 2008 

 

Sumber: Data Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 

Daripada jadual peraturan di atas, kabupaten Meranti tidak ditemukan 

peraturan yang melibatkan pimpinan lembaga untuk melakukan pemungutan 

gaji pegawai atau karyawan yang telah memenuhi katagori zakat, sedangkan  di 

Kota Pekanbaru ada aturan dengan instruksi walikota tentang pemotongan zakat 

penghasilan (profesi), infak dan shadaqah, begitu juga halnya di Kabupaten Siak. 

Hal ini menunjukkan bahawa dalam tataran peraturan, beberapa wilayah yang 

terhimpun di dalam Provinsi Riau masih begitu variatif dalam menentukan 

kebijakan terkait zakat. Perbezaan semacam ini pada gilirannya berpengaruh 

pada kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat dan berimplikasi pada 

disparitas pengumpulan zakat. 

(3) Distrust Masyarakat terhadap BAZNAZ  

Distrust Masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat Nasional salah satu 

sebabnya karena kepercayaan, takutnya dana diselewengkan, pengurus yang 

dianggap tidak berintegritas, SDM yang lemah, serta kurangnya dukungan 

pemerintah daerah dan bahkan Lembaga inipun disinyalir ada ruang politik 

yang bisa memperkokoh kebijakan politik terutama di saat pembagian dana 

zakat ke masyarakat.   Minat masyarakat dalam berzakat ke Baznas juga kecil, 

seiring rasa nyaman yang dirasakan orang yang berzakat mana kala dilakukan 

atau diberikan langsung kepada pihak yang berhak menerima zakat. Alasan 

kantor Baznas yang tidak representative juga menghilangkan minat para 

pemberi zakat. Literasi masyarat terhadap pemahaman zakat juga menjadi faktor 

distrust. Keutamaan menyalurkan kepada sasaran dianggap paling baik, apalagi 

kepada keluarga miskin terdekat maka menghilangkan keinginan untuk 

menyalurkan dana zakatnya ke Baznas.  Jadual 4 menyajikan informasi 

mengenai distrust masyarakat pada kepercayaan awam, minat dan literasi. 
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Jadual 4:  DATA WAWANCARA 

 
INFORMAN KEPERCAYAAN MINAT LITERASI 

HH Takut dana Zakat 

diselewengkan 

Lebih nyaman 

melakukan penyaluran 

mandiri 

Ansaf yang jelas 

lebih afdhal 

A AR Pengurus tidak 

berintegritas 

Tidak Puas kalau 

dana zakat tak jelas 

Lembaga zakat 

sekarang tidak 

seperti yang 

disyari’atkan 

MTF SDM Pengurus 

diragukan 

Kantor yang tdk 

refresentatif 

Tidak diwajibkan ke 

Lembaga 

SGT Lembaga tidak 

didukung 

Pemerintah 

Tidak ada sosialisasi 

pemberdayaan 

Utama kepada 

keluarga yang miskin 

U S Dianggap Lembaga 

politik 

Jauh dari tempat 

kerja 

Utama bersedekah 

 

Daripada data Jadual 4 di atas terlihat bahawa distrust masyarakat terhadap 

badan amil zakat nasional pada Kabupaten yang sedikit pengumpulan Zakatnya di 

Riau tampak pada tiga kategori. Pertama, distrust dalam bentuk kepercayaan 

terhadap Lembaga amil zakat pemerintah,  dikarenakan adanya kekhawatiran  akan 

penyelewengan dana zakat. Pak Gani (bukan nama sebenarnya salah seorang mantan 

pengurus di salah satu Baznas) mengungkapkan bahawa kecendrungan pengurus 

akan menyaluran dana kumpulan zakat ke lokasi keluarga pengurus Baznas, rekanan 

dan ikatan persahabatan,   pengurus dianggap tidak berintegritas karena tidak 

berupaya melakukan pemberantasan kemiskinan, SDM yang lemah yang disebabkan 

oleh proses rekruitmen, dan pengangkatan petugas yang kurang transparan. 

Kemudian daya dukung pemerintah terhaadap pengurus yang tidak satu perahu 

politik, bahkan Baznas dianggap sebagai Lembaga yang mewadahi politik dan 

memperkuat pengaruh serta citra pejabat tertentu dengan dana zakat yang ada. A 

Faris (Tokoh Akademisi di salah satu perturuan Tinggi Riau) menyatakan bahawa 

kehadiran Pemda Daerah yang mencampurkan kerja sosial dengan politik praktis 

dalam distribusi zakat juga dapat menjadi tontonan negative,  dan mengurangi dalam 

upaya peningkatan trust pemberi zakat ke Baznas. Muzakki menjadi curiga bahawa 

dana zakat akan menjadi modal pengumpulan masa demi kepentingan konstiuen 

(darerah pemilihan) dalam pilkada.  

Kedua, distrust ditunjukkan dengan kurangnya minat masyarakat untuk berzakat 

di Badan Amil Zakat, model ini karena kecendrungan lebih nyaman untuk 

melakukan penyaluran zakat secara mandiri, dan merasa puas dengan asnaf zakat 

yang diberikan. Tidak berminat karena juga dipengaruhi suasa tempat atau kantor 

BAZNAS yang tidak nyaman, tidak ada program yang disosialisasikan dan jauh dari 
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tempat pekerjaan.  Pak Zaky salah seorang muzakki selalu menyalurkan zakatnya 

langsung ke tetangga miskin tempat tinggalnya, atau di kegiatan masjid kawasan 

rumahnya dan beliau enggan menyalurkan dana zakat ke Baznas karena tempatnya 

jauh dan sulit mengetahui arah dana zakatnya. Sementara ia merasa perlu 

mengetahui detil kelompok penerima zakat yang ia salurkan, sehingga ada 

kenyakinan sah amal tersebut.  

Ketiga, Muzakki tidak menyalurkan zakatnya juga disebabkan faktor pengaruh 

keagamaan dan kepercayaan hukum tentang kewajiban zakat. literasi tentang 

perlunya mendahulukan kelurga terdekat, sahabat terdekat atau tetangga terdekat 

yang miskin adalah utama untuk diberi zakat.  Asnafnya jelas, apalagi menyakini 

bahawa Lembaga zakat sekarang bukanlah seperti Baitul mall zaman kenabian, 

begitu pula halnya literasi tentang pentingnya shadaqah dari pada zakat. Pak Ali 

(Warga salah satu perumahan di Pekanbaru) merasakan dan sangat meyakini bahawa 

berzakat langsung kepada kelompok miskin yang ada di perumahannya lebih afdhal 

(utama) daripada kepada lembaga yang membuat lambat masa penggunaan dana 

zakatnya. Apalagi kelompok miskin rentan yang membutuhkan konsumsi akan lebih 

memerlukan cepat dan penanganan dengan dana zakat yang disalurkan. Menurut 

beliau juga banyaknya lembaga sosial di berbagai tempat ibadah (mesji, mushalla, 

pesantren, majlis ta’lim dll) menjadi tempat yang mudah didatangi para muzakki 

yang akan menyaurkan dana sosialnya, karena dianggap lebih tranparan, selalu 

diumumkan dan tercatat dalam pembukuan kas serta dapat diakses oleh semua 

orang dengan mudah arah dan penggunaan dana yang terlah terkumpul.  

 

PERBINCANGAN 

Dalam artikel ini, kami menggali permasalahan yang berkaitan dengan 

disparitas penerimaan zakat di Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Penulis 

menemukan disparitas penerimaan zakat di kabupaten-kota di Propinsi Riau dari 

data pelaporan Badan amil zakat nasional 2022, disebabkan oleh beberapa faktor 

yang meliputi kealpaan beberapa Pemerintah daerah dalam mengambil peran  

maksimal untuk memberdayakan ekonomi umat melalui Badan Amil Zakat 

Nasional di wilayahnya, yaitu minimnya anggaran yang dialokasikan untuk 

membatu kinerja Baznas, kurangnya bantuan infrastruktur, peranturan pemerintah 

daerah tentang pengumpulan dana zakat, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk 

membantu program baznas, dan minimnya bantuan dalam upaya peningkatan 

SDM.  Kemudian distrust masyarakat yang disebabkan hilangnya keperyaan 

terhadap kualitas sumber daya petugas Baznas yang berakibat lemahnya 

manajemen, ide, program yang memikat pemilik dana dan sosialisasi, kurang 

tranparan aliran dana umat dengan sulitnya para muzakki mengakses dana mereka, 

serta sekretariat baznas yang kurang refresentatif, menjadikan minat berzakat 

melalui baznas menjadi berkurang dan bahkan hilang, diperkuat dengan literasi 

pemahaman keagamaan masyarakat hususnya zakat yang lemah. Diskusi ini 
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menyoroti pentingnya memahami faktor-faktor yang mendasari disparitas 

penerimaan zakat di beberapa wilayah tersebut serta upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi permasalahannya.  

Dalam rangka mengatasi disparitas penerimaan zakat di Kabupaten/Kota, 

diperlukan langkah-langkah strategis yang holistik dan terkoordinasi antara Baznas, 

pemerintah daerah, lembaga keagamaan. Upaya-upaya tersebut perlu didukung 

oleh kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran untuk peningkatan sumber daya 

yang handal dan mumpuni akan membentuk kembaga zakat memiliki visi yang 

kuat arah tujuan yang jelas dan semangat kemanusiaan yang hebat, bantuan 

infrastruktur yang cukup akan menjadi sarana yang meningkat kinerja dan 

bergunan memotivasi pekerja, serta kebijakan aturan yang dikelurakan melalui 

peraturan daerah (PERDA) yang menliputi pemotongan gaji para pekerja di 

wilayahnya, baik negeri, swasta atau penerima jasa lainnya, serta ketegasan para 

pimpinan lembaga atau kantor untuk melakukan pemotongan gaji pegawai yang 

telah memenuhi kewajiban zakat, atau keharusan bersedekah, infak atau bantuan 

sosial lainnya tentu menjadi mesin dongkrak penerimaan zakat di kantor dan 

instansi pemerintah.  Partisipasi aktif masyarakat dalam proses untuk menyalurkan 

zakatnya tentu perlu didukung dengan literasi keagamaan hususnya tentang 

wajibnya berzakat yang berkelanjutan dan pentingnya menyalurkannya melalui 

lembaga zakat resmi negara. Transparansi pengurus zakat menjadi hal yang sangat 

utama dalam membangun trust public, mulai dari tehnis pengumpulan dana zakat, 

sasararan penerimaanya, strategi pemberdayaan umat, upaya pengentasan 

kemiskinan dan sebagainya, serta perlunya asisment dan monitoring yang kuat oleh 

lembaga pengawas,  serta sosialisasi yang kuat  berkesinambungan baik oleh 

pengurus Baznasnya atau pemerintah daerah serta partisipasi para dai dalam 

menyampaikan ceramahnya. Hal ini tentu akan melahirkan kepercyaan public 

kembali kepadan Baznas.  

Disparitas seharusnya tidak terjadi dalam pengumpulan dana zakat di 

berbagai wilayah yang memiliki geografis yang sama, kondisi masyarat muslim 

yang setara, pemerintahan yang berjalan sama, keberadaan Baznas yang dibentuk 

pemerintah juga ada, maka tentu perolehan dana zakatpun tidak akan jauh berbeza. 

Namun fakta menujukkan dispartas yang sangat jauh, wilayah Kabupaten Siak 

dapat mengumpulkan dana zakat lebih Rp, 17 Milyar, sedangkan Kabupaten 

Meranti tidak mencapai Rp. 1 Milyar pad atahun 2022. Dan hal itu membuat 

distribusi dana zakat kepala kelompok masyarakat miskin menjadi tidak merata di 

daerah tersebut. Padahal cita-cita negeri ini adalah membeantas kemiskinan yang 

ada. 

Penelitian terdahulu banyak membahas potensi pengumpulan zakat di 

tengah muslim Indonesia tanpa menganalisa data detil arah dana zakat itu 

disamapikan oleh orang-orang kaya, penelitian hanya focus pada dana zakat yang 

terkumpul pada Baznas, dan tidaka ada data jumlah orang kaya yang berzakat. 

Penelitian terdahulu juga selalu mengalisa kelemahan dalam pengelolaan dana 

zakat, tanpa melihat apa penyebab lemahnya pengelolaan. Dalam penelitian ini 
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menunjukkan ada wilayah yang telah mempu melalukan pengumpula dana zakat 

dan seharusnya begitu pula potensi yang bisa dilakukan oleh wilayah lain. Dan 

kelemahan dalam pengeloaan zakat, penelitian ini menunjukkan ada beberapa 

penyebab yang belum pernah ditulis oleh para peneliti, yaitu kurangnya peran 

pemerintah daerah, baik banyuan sarana prasarana, peningkatan SDM, dan aturan 

berkenaan pengumpulan zakat di wilayahnya, serta penguatan literasi tentang 

pentingnya lembaga zakat sebagai wadah pemerataan distribusi zakat, dengan tata 

kelola yang baik, transparan dan akunjadual. 

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk lebih 

perhatian kepada lembaga keuangan social syariah (LKSS) ini, dengan bantuan yang 

cukup untuk infrastruktur, penguatan SDM, dan regulasi aturan yang berkaitan 

dengan pengumpulan dana soaial hususnya zakat, infaq dan sedekah. Serta 

sosialisasi progam penanggulangan kemisninan di daerahnya. Karena semakin 

banyak dana zakat yang dikumpulkan oleh LKSS ini, maka semakin banyak 

masyarakat miskin bisa teratasi dan akan membantu program pemerintah untuk 

menurunkan grafik kemiskinan di masing-masing daerah.  

 

KESIMPULAN 

Dalam mengeksplorasi disparitas pengumpulan zakat pada Lembaga Keuangan 

Sosial Syari'ah (LKSS), penelitian ini telah menyoroti beberapa temuan penting. 

Pertama, penelitian mengungkap bahawa terdapat disparitas yang signifikan dalam 

pengumpulan zakat di 12 Kabupaten/Kota wilayah Riau, Hal ini menunjukkan 

adanya faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas pengumpulan 

zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota sebagai lembaga keuangan 

sosiial syari’ah. Diketahui ada beberapa sebab, yaitu absensinaya pemerintah daerah 

(berupa aturan yang diterbitkan untuk kepentingan pengumpulan dana umat, 

bantuan untuk baznas dan sosialiasi), distrus masyarakat (berupa lemah SDM, 

program kerja baznas dan transparasni) dan lemahnya literasi umat tentang 

pentingnya dana social yang disalurkan melalaii Lembaga Keuangan Sosial Syari;ah  

(LKSS) atau Baznas di kabupaten/kota. 

Daripada hasil  penelian ini dalam diambil langkah-langkah 

penambahbaikan, iaitu: pemerintah daerah perlu hadir untuk menerbitkan 

peraturan daerah berkaitan pemotongan gaji, honor atau tunjangan atau 

penghasilan lainnya yang sekira dalam syariat telah wajib dikenai zakat, atau 

anjuran amal kebaikan lainnya yang disetorkan ke Badan Amil Zakat setempat. 

Kemudian dari hasil penelitian ini juga diketahui perlunya pemerintah 

menganggarkan dana daerah kepentingan peningkatan SDM pengurus Baznas, 

bantuan sarana dan prasarana serta sosiliasasi di setiap kegiatan pemerintah daerah. 

Pengurus Baznas juga berkewajibaan melaporkan segala pendapatan dan 

pengeluaran dana zakat secara terbuka sehingga para pemilik dana dapat selalu 

tahu kemana arah dana zakat yang telah mereka salurkan.Terahir para da’i, tuan-

tuan guru harus secara berkala menyampaian pilihan dakwahnya pada kepentingan 

penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui Baznas setempat., karena pada setiap 
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dana yang telah dikumpulkan akan banyak masyakat miskin yang juga akan 

menerimanya sehingga mampu mensejahterakan setiap warga di negeri ini. 

kesenjangan dalam pengumpulan zakat antara LKSS dapat memiliki dampak yang 

signifikan pada distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

upaya kolaboratif antara LKSS, pemerintah, dan masyarakat perlu dilakukan untuk 

mengatasi disparitas ini dan memastikan bahawa zakat dikumpulkan dan 

didistribusikan secara adil dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan umum di 

semua wilayah kota dan kabupaten secara merata. 

 

Terakhir,  penelitian ini tentu hanya sebatas mengekplorasi temuan tentang 

disparitas pengumpulan dana zakat di 12 kabupaten/kota Propinsi Riau, dengan 

temuan beberapa hal yang menjadi sebabnya, penulis hanya mampu 

menemukannya untuk segera dilakukan Langkah-langkah kongrit dalam rangka 

perbaikan dengan harapan pengumpulan dana zakat yang banyak seperti daerah 

lain yang mampu melakukannya. Namun di sisi lain juga perlu studi apakah ada 

kecendrungan orang berzakat lintas baznas, pemilihan pendapat mazbab tentang 

zakat, dan studi lainnya tentang asset brutto atau netto yang juga menjadi 

perdebatan dalam pemahaman zakat. Semoga penulis lainya dapat melanjutkan 

studi ini dalam melengkapi sebab terjadinya disparistas dan menemukan solusi 

perbaikannya.  
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